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ABSTRAK 

 

Dimas Resmi Faisal Hasibuan. NPM. 1505170507. Pengaruh Belanja 

Modal, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi Terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Medan 

Periode 2011-2018), 2019. Skripsi. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat 

Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Pendekatan pada penelitian ini 

mengunakan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian berupa data Produk 

Domestik Regional Bruto Kota Medan, data Tingkat Inflasi Kota Medan, data 

Belanja Modal Kota Medan dan data Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 

yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. 

Sampel yang digunakan berupa data Belanja Modal, data Produk Domestik 

Regional Bruto, data Tingkat Inflasi dan data Penerimaan Pajak Daerah di 

Kota Medan pada Periode 2011 – 2018 yang diambil secara triwulan dengan 

melakukan interpolasi sehingga diperoleh sampel sejumlah 32 sampel. 

Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian secara parsial diperoleh belanja modal dan tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan produk domestik 

regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, untuk secara 

simultan diperoleh belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat 

inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk dapat mengalokasikan belanja 

modal sebaik mungkin, meningkatkan nilai dari produk domestik regional 

bruto serta menjaga tingkat inflasi. 

 

Kata Kunci :Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat 

Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai salah satu negara yang dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya memberikan wewenang dan keleluasaan kepada daerah, baik 

tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan 

untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah otonom 

mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.  

Otonomi daerah di Indonesia mulai dijalankan pada tanggal 01 Januari 

2001. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut maka 

timbul tantangan dan peluang baru bagi pemerintahan daerah untuk mengelola 

secara efektif dan efisien sumber penerimaan daerah yang mana nanti disalurkan 

dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum 

berlakunya kebijakan tersebut, pola pendekatan sentralistik yang diterapkan telah 

mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. (Apriana dan Suryanto, 2010, hal. 68) 

menyatakan “Pemerintahan daerah kurang diberi ruang untuk menentukan  
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kebijakan di daerah dan sertai kurangnya pemberian infrastruktur yang memadai, 

sumber daya manusia yang profesional dan pembiayaan yang merata”. Dengan 

berlakunya kebijakan otonomi daerah, maka sumber pendapatan daerah menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri atas 1) Pendapatan asli daerah,   

2) Dana perimbangan dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Untuk mendukung jalannya otonomi daerah dengan baik maka perlu adanya 

tambahan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “PAD merupakan hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.  Triastuti (2015, hal 4)  menyatakan “pajak 

daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana menjadi 

penompang pembangunan daerah”. Maka dengan adanya kebijakan otonomi 

daerah, daerah diberikan wewenang untuk mencari sumber penerimaan daerah 

sesuai dengan potensi pada masing-masing daerah.  

Saparuddin (2017) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah  penerapan otonomi daerah, Dana 

Perimbangan Keuangan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja daerah. Untuk 

faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah menurut Arianto dalam Sania, dkk. 

(2018, hal 75) yaitu jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dan inflasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi atau 

peranan belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi terhadap 

penerimaan pajak daerah di kota Medan periode 2011 hingga 2018. 
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Berikut ini penulis sajikan tabel perbandingan nilai dari belanja modal, 

produk domestik regional bruto, tingkat inflasi dan penerimaan pajak daerah Kota 

Medan :  

Tabel I-1 

Perbandingan Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat 

Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan 

Tahun 2011-2018 

 

Tahun 
Belanja Modal          

(Rupiah) 

PDRB              

(Milyar Rupiah) 

Tingkat 

Inflasi              

(Persen) 

Penerimaan Pajak 

Daerah                   

(Rupiah) 

2011 681.884.041.203,00 97.675,58 3,54 604.607.263.504,07 

2012 558.428.737.784,00 105.162,00 3,79 892.674.245.233,74 

2013 630.802.958.785,00 110.795,42 10,09 881.346.719.012,01 

2014 783.883.177.721,63 117.528,08 8,24 962.728.267.172,53 

2015 916.888.037.907,78 124.277,48 3,32 996.019.808.900,64 

2016 936.599.131.961,06 132.062,86 6,60 1.125.638.762.947,32 

2017 997.475.991.902,00 139.730,20 3,18 1.370.149.681.442,32 

2018 753.996.886.210,07 148.006,40 1,00 1.318.943.053.291,00 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dan Badan 

Pusat Statistik Kota Medan 

 

Berdasarkan data pada Tabel I-1 diatas diketahui penerimaan pajak daerah 

pada tahun 2013 dan 2018 mengalami penurunan penerimaan. Suryadi dalam 

Nalendra (2013, hal 1) menyatakan “penerimaan pajak merupakan sumber 

pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. 

Sehingga dengan meningkatnya penerimaan pajak akan memperbesar alokasi biaya 

untuk pembangunan yang berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakatnya.  

Belanja modal pada tahun 2012 dan 2018 mengalami penurunan. Triastuti 

(2015, hal 8) menyatakan “pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik 

akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena 

ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada 
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daerah karenan fasilitas yang diberikan oleh daerah”. Sehingga dengan tingginya 

belanja modal akan berdampak positif kepada pemerintah daerah akibat dari roda 

ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan investor.  

Belanja modal pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 

123.455.303.419,00 menjadi Rp. 558.428.737.784,00 hal tersebut tidak sejalan 

dengan penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp. 

288.066.981.729,67 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 

72.347.221.001,00 menjadi Rp. 630.802.958.785,00 hal tersebut tidak sejalan 

dengan penerimaan pajak daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2013 

sebesar Rp. 11.327.526.221,73 menjadi Rp. 881.346.719.012,01.  

Dengan tingginya penerimaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana publik. Dengan banyaknya 

aktivitas di dunia ekonomi dari suatu daerah, diharapkan adanya pendapatan dari 

sektor pajak daerah yang berasal masyarakat dan investor. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Triastuti (2015) menyatakan bahwa belanja pembangunan/ modal 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sejalan dengan itu Jaya 

dan Dwirandra (2014) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan 

signifikan pada belanja modal.  

Produk domestik regional bruto pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

sebesar 5.633,42 Milyar Rupiah menjadi 110.795,42 Milyar Rupiah hal tersebut 

tidak sejalan dengan penerimaan pajak dearah yang mengalami penurunan pada 

tahun 2013 sebesar Rp. 11.327.526.221,73 menjadi Rp. 881.346.719.012,01. Pada 

tahun 2018 produk domestik regional bruto mengalami peningkatan sebesar 

8.276,20 Milyar Rupiah menjadi 148.006,40 Milyar Rupiah hal tersebut tidak 
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sejalan dengan penerimaan pajak yang mengalami penurunan pada tahun 2018 

sebesar Rp. 51.206.628.151,32 menjadi Rp. 1.318.943.053.291,00. Sania, dkk. 

(2018, hal 77) menyatakan “Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu 

faktor yang sangat jelas dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah”.  

Hal tersebut dilihat dengan tingkat ekonomi di suatu wilayah yang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan akan didukung dengan peningkatan 

penghasilan masyarakat, yang mana dengan peningkatan penghasilan akan 

mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Buntugajang, dkk. (2012) menyatakan PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. 

Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Sania, dkk. (2018) yang 

menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak daerah.  

Tingkat inflasi pada tahun 2012, 2013 dan 2016 mengalami peningkatan. 

Tingkat Inflasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,28% menjadi 6,60% 

hal tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak dearah yang mengalami 

peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 129.618.954.046,68 menjadi Rp. 

1.125.638.762.947,32. Pada tahun 2018 tingkat inflasi mengalami penurunan 

sebesar 2,18% menjadi 1,00% hal tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak 

daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 51.206.628.151,32 

menjadi Rp. 1.318.943.053.291,00.  

Fuad Rahmany (2014) menyatakan “penurunan inflasi berpengaruh ke 

penerimaan pajak”. Penelitian yang dilakukan Nalendra (2013) menyatakan tingkat 

inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Penelitian tersebut sejalan 
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dengan Saparuddin (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  

Kota Medan termasuk dalam daerah yang menerapkan otonomi daerah. 

Yang mana pelaksanaan dari otonomi daerah ini diharapkan dapat terwujudnya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kota Medan juga berperan 

penting dalam perekonomian di Sumatera Utara yang mana Kota Medan 

merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, besar dari aktivitas 

perekonomian berada di Ibu Kota Sumatera Utara tersebut.  

Saparuddin (2017, hal 2) menyatakan “Kota Medan memiliki aktivitas 

ekonomi yang tinggi, pada umumnya daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang 

tinggi akan menerima dana daerah yang berupa pajak”. Dengan adanya aktivitas 

perekomian yang tinggi akan menggambarkan penerimaan pajak daerah suatu 

daerah semakin baik dan berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan daerah 

dilakukan dengan baik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk itu penulis 

berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, 

Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Medan Periode 2011-

2018)" 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis 

menemukan identifikasi masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 dan 2018 mengalami 

penurunan penerimaan. 

2. Alokasi belanja modal pada tahun 2012 dan 2018 mengalami penurunan. 

Pada tahun 2012 belanja modal mengalami penurunan sedangkan 

penerimaan pajak mengalami peningkatan pendapatan dan tahun 2013 

belanja modal mengalami peningkatan sedangkan penerimaan pajak  

mengalami penurunan pendapatan.  

3. Pada tahun 2013 dan tahun 2018 produk domestik regional bruto 

mengalami peningkatan jumlah angka sedangkan penerimaan pajak  

mengalami penurunan pendapatan. 

4. Tingkat inflasi pada tahun 2012, 2013 dan 2016 mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2016 tingkat inflasi mengalami kenaikan  namun penerimaan 

pajak mengalami peningkatan pendapatan juga dan pada tahun 2018 

tingkat inflasi mengalami penurunan namun penerimaan pajak 

mengalami penurunan pendapatan juga. 
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C. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dibatasi sebagai berikut : 

1. Batasan Masalah 

a. Tingkat inflasi yang diteliti yaitu inflasi yang dialami di Kota Medan pada 

tahun 2011-2018. 

b. Tingkat produk domestik regional bruto yang diteliti berdasarkan harga 

konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kota Medan pada tahun 2011-

2018. 

c. Penerimaan pajak daerah yang diteliti berdasarkan Laporan Realisasi 

Anggaran Kota Medan pada tahun 2011-2018.    

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang ingin 

penulis teliti adalah sebagai berikut : 

a. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah? 

b. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah? 

c. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah? 

d. Apakah belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat 

inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

daerah? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap 

penerimaan pajak daerah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional 

bruto terhadap penerimaan pajak daerah. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap 

penerimaan pajak daerah. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal, produk 

domestik regional bruto dan tingkat inflasi secara bersama-sama terhadap 

penerimaan pajak daerah. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan, maka diharapkan hasil 

penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:  

a. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini memberi penulis sebuah kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuan teoritis yang diperoleh diperkuliahan dan menambah 

wawasan serta pengetahuan mengenai pajak terkhususnya tentang 

pengaruh belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat 

inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. 
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b. Manfaat bagi pemerintah daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat 

inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dan diharapkan hasil penelitian 

ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan dimasa yang akan datang. 

c. Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan serta bahan referensi mengenai perpajakan terkhususnya 

tentang bidang kajian ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Penerimaan Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan ketiga) tentang   

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan : 

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

(Wahyudi dan Arditio, 2018, hal. 103) menyatakan : 

“Pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan 

undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.” 

 

(Januri dan Hanum, 2017, hal. 3) menyatakan : 

“Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada 

pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang 

langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.” 

 

Pandiangan (2015, hal 10) menyatakan: 

“Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan 

dilindungi peraturan (misalnya undang-undang) oleh pemegang otoritas 

kekuasaan dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan 

penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat 

pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak.” 
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b. Penerimaan Pajak 

(Wahyudi dan Sanjaya, 2017, hal 106) menyatakan : 

“ Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 

bersumber dari pajak rakyat. Yang mana dana yang diterima di kas negara 

tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang 

disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, 

menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial”. 

 

Siahaan dalam (Abdullah dan Kholila Siregar, 2015, hal. 4) menyatakan:  

 

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik 

untuk belanja rutin maupun pembangunan. Sehingga pajak merupakan 

kontributor terbesar dari pendapatan asli daerah yang berguna untuk 

membiayai belanja pemerintahan. 

 

Sinambela, dkk. (2018, hal 96) menyatakan “pendapatan daerah yaitu 

penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva/penurunan utang dari berbagai 

sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sesuai dengan 

penjelasan pada bagian pemungut dan pengelola pajak, penerimaan pajak terdiri 

dari dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dari penerimaan pajak daerah 

tersebut dilakukan pemerintah daerah dan akan dialokasikan pemerintah daerah 

untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah sesuai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

c. Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terbagi atas fungsi penerimaan dan fungsi pengatur. fungsi 

pajak menurut Isroah (2013, hal 8), yaitu : 

1) Fungsi Penerimaan (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 
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2) Fungsi Pengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

d. Pengelompokkan Pajak 

Menurut Isroah (2013, hal 10) pajak dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok  yaitu : 

1) Menurut Golongan 

(a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

(b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2) Menurut Sifat 

(a) Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau bersadarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

(b) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya 

(a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

(b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Saragih (2014) 

menyatakan “pajak daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan 

yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka 

pembiayaan rumah tangganya”. 
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(1) Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air 

tanah dan air permukaan. 

(2) Pajak Daerah Tingkat II : pajak hotel dan restoran, pajak 

reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. 

 

2. Belanja Modal 

a. Pengertian Belanja Modal 

Halim dalam Triastuti (2015, hal 20) menyatakan : 

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah 

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemiliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

 

Abdullah dalam Indah (2019, hal 21) menyatakan bahwa “belanja modal 

adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan 

output berupa aset tetap. Yang mana aset tetap yang dihasilkan akan dipergunakan 

baik untuk pembangunan daerah maupun untuk kepentingan masyarakat banyak. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 menyatakan 

“belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.   

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : 

“Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 



  15 

 

 

 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya.” 

 

b. Kriteria Belanja Modal 

Kriteria belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran yaitu : 

1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya 

asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset 

berkenaan. 

2) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya 

kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset. 

3) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:   

(a) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar 

per unit barang adalah sebesar Rp300.000, 

(b) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan 

per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,- 

(c) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk 

diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar 

pemerintah. 

c. Kategori Pengunaan Belanja Modal 

Kategori pengunaan belanja modal dibagi menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 ada 5 (lima) kategori utama : 

1) Belanja Modal Tanah   

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, 
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pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya  sehubungan dengan 

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.  

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin   

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai 

gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan   

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatanpembangunan/pembu

atan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah 

kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.  
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5) Belanja Modal Fisik Lainnya   

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatanpembangunan/ -

pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan  kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk 

dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian 

barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, 

hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Triastuti (2015) menyatakan bahwa 

belanja pembangunan/ modal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

daerah. Sejalan dengan itu Jaya dan Dwirandra (2014) menyatakan pendapatan asli 

daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. 

 

3. Produk Domestik Regional Bruto 

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto 

Badan Pusat Statistik (2017, hal 3) menyatakan arti Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) adalah : 

“Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di 

wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi 

dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi 

yang dimiliki residen atau non-residen.” 

 

Bambang dan Aristanti dalam Nalendra (2013, hal 3) menyatakan PDRB 

adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal 

di suatu daerah. Purnastuti dan Mustikawati dalam Nalendra (2013, hal 3) 

menyatakan PDRB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan 
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selama kurun waktu satu tahun pada satu wilayah regional. PDRB ini dapat dilihat 

sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah karena PDRB dihasilkan dari adanya 

aktivitas ekonomi di suatu daerah.  

b. Pendekatan Dalam Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto 

Badan Pusat Statistik (2017, hal 4) menyatakan dalam penyusunan PDRB 

melibatkan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Produksi 

2) Pendekatan Pengeluaran 

3) Pendekatan Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan (riil) 

c. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto 

Badan Pusat Statistik (2017, hal 4) menyatakan kegunaan atau manfaat atas 

adannya PDRB yaitu : 

1) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar 

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga 

sebaliknya.  

2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun 

ke tahun.  

3) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan 

struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu 

wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar 

menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.  
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4) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan 

PNB per satu orang penduduk.  

5) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. 

d. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Berlaku 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai 

tambah bruto dari semua barang dan jasa yang dinilai dengan nilai tahun berjalan.  

Trikunawaningsih dan Pracoyo dalam dalam Nalendra (2013, hal 4) menyatakan 

bahwa : 

“Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah Gross 

Domestic Product (GDP) total yang nilainya berdasarkan harga-harga 

sekarang  (harga yang sedang berlaku)”.  

 

e. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan 

Arifin, I. dalam dalam Nalendra (2013, hal 4) Produk Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar Harga Konstan harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu 

tahun ketika pereknomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap 

stabil atau konstan.  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai 

tambah bruto dari semua barang dan jasa yang dinilai dengan nilai tetap di satu 

tahun dasar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nalendra (2013, hal 11) 

menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pusat.  
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4. Inflasi 

a. Pengertian Inflasi 

Badan Pusat Statistik (2019, hal 33) menyatakan inflasi merupakan salah 

satu indikator mikroekonomi yang dapat menggambarkan stabilitas perekonomian 

suatu negara.  

Budiono dalam Saparuddin (2017, hal 39) menyatakan : 

“Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara menyeluruh 

dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan 

kenaikan pada harga sebagian besar harga barang-barang lain yaitu, harga 

makanan, harga minuman, harga tembakau, harga sandang, harga kesehatan, 

harga pendidikan, rekreasi, harga transportasi, komunikasi dan jasa 

keuangan.” 

 

Putri (2017, hal 47) menyatakan “Inflasi adalah suatu keadaan 

perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu 

yang panjang”. Dalam penelitian yang dilakukan Nalendra (2013) menyatakan 

tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. 

b. Macam-macam Inflasi 

Ilkha (2013) menyatakan inflasi digolongkan menjadi beberapa macam 

yakni berdasarkan tingkat keparahan, penyebab kenaikan harga, asal dan sifatnya . 

1) Berdasarkan tingkat keparahan 

Selama setahun inflasi dibagi menjadi 4 tingkat namun tingkatan ini tidak 

dapat dijadikan tolok ukur mutlak karena suatu kejadian dianggap 

sebagai inflasi bisa dirasakan berbeda tergantung dari masyarakat 

setempat. Misalnya suatu inflasi dengan kelajuan 10% per tahun yang 

berasal dari kenaikan harga sembako jika dirasakan oleh masyarakat 



  21 

 

 

 

berpenghasilan rendah, boleh jadi persentase 10% ini adalah inflasi 

parah. Adapun tingkatan yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 

(a) Inflasi ringan kurang daripada 10% 

(b) Inflasi sedang kisaran 10%-30% 

(c) Inflasi berat kisaran 30%-100% 

(d) Inflasi hiper (hiperinflasi) lebih daripada 100% 

2) Berdasarkan penyebab kenaikan harga 

(a) Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation). Sederhananya, ini 

disebabkan oleh desakan permintaan agregat masyarakat terhadap 

suatu komoditas penting di pasar barang meningkat sehingga harga 

akan naik.  

(b) Inflasi dorongan biaya (cost push inflation). Ini disebabkan oleh 

adanya kenaikan biaya produksi kemudian dilanjutkan dengan 

penurunan omzet penjualan. 

3) Berdasarkan asal 

(a) Inflasi domestik (domestic inflation), yaitu inflasi yang dipicu oleh 

kesalahan pengelolaan perekonomian di dalam negara baik di sektor 

riil maupun di sektor moneter misalnya pencetakan uang baru (untuk 

mengatasi defisit anggaran) dan kegagalan panen dalam pertanian 

(pasokan keperluan pokok menjadi sedikit).  

(b) Inflasi impor (imported inflation), yaitu inflasi yang dipicu oleh 

kenaikan harga komoditas negara luar yang berekan dengan negara 

domestik. 
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4) Berdasarkan sifatnya (nominal digit) 

(a) Moderate low inflation atau Creeping inflation. Kejadian ini ditandai 

dengan kenaikan harga barang komoditas berjalan lambat, daya beli 

masyarakat masih cukup tinggi, dan nilai mata uang masih berharga. 

Persentase di bawah 10%. 

(b) Galloping inflation. Kejadian ini ditandai dengan kenaikan harga 

berjalan cepat dengan waktu tempuh yang relatif pendek diiringi 

dengan daya beli masyarakat yang kian menurun. Persentase 10% – 

99%. 

(c) Hyperinflation. Kejadian ini ditandai dengan kenaikan harga yang 

berjalan sangat cepat hingga berkali-kali lipat. Keadaan ini memberi 

dampat nilai mata uang menjadi kurang berharga. Kebijakan 

sanering bisa diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini. 

c. Penyebab dan Dampak Inflasi 

1) Penyebab Inflasi 

Maxmanroe.com menyatakan penyebab inflasi yaitu : 

(a) Meningkatnya Permintaan (Demand Pull Inflation) 

Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan 

untuk jenis barang/ jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan 

permintaan jenis barang/ jasa tersebut terjadi secara agregat (agregat 

demand). Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: 

(1) Meningkatnya belanja pemerintah 

(2) Meningkatnya permintaan barang untuk diekspor 
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(3) Meningkatnya permintaan barang untuk swasta 

(b) Meningkatnya Biaya Produksi (Cost Pull Inflation) 

Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun 

peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-

bahan baku, misalnya: 

(1) Harga bahan bakar naik 

(2) Upah buruh naik 

(c) Tingginya Peredaran Uang 

Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih 

banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap 

sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa 

terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika 

pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, dimana kekurangan 

anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal 

tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin 

bertambah dan mengakibatkan inflasi. 

2) Dampak Inflasi 

Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang 

terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Berikut ini 

adalah akibat – akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat menurut Irham Fahmi dalam Triastuti (2015, hal 

28) : 
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(a) Dampak Inflasi terhadap pendapatan 

Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat 

bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi, 

inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat 

mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan 

demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus 

bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat 

yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi 

karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang 

dan jasa akan semakin sedikit.  

(b) Dampak Inflasi terhadap Ekspor  

Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. 

Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor 

semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para ekspor dan negara. 

Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor 

berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. 

Devisa yang diperoleh juga semakin kecil.  

(c) Dampak inflasi terhadap minat oang untuk menabung 

Pada masa inflasi, pendapatan riil para penabung berkurang karena 

jumlah bunga yang diterima pada kenyataanya berkurang karena 

laju inflasi.  

(d) Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok 

Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan 

harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh 
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karena presentase dari inflasi tidak teratur, akibatnya penetapan 

harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini 

dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. 

d. Teori Inflasi 

Menurut Endang Puspitawati dalam Triastuti (2015, hal 29) ada beberapa 

teori yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya inflasi antara lain sebagai 

berikut:  

1) Teori Kuantitas (Teori ini berdasarkan persamaan MV = PT)  

Menurut teori ini inflasi hanya bisa terjadi jika ada tambahan volume 

uang yang beredar (kartal maupun giral) tanpa diiringi oleh pasokan 

(Supply) barang – barang yang tersedia. Inflasi juga dapat terjadi oleh 

harga ekspekatsi psikolog masyarakat mengenai kenaikan harga di masa 

datang. 

2) Teori Keynes  

Mengemukakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di 

luar batas kemampuan ekonominya dan permintaan masyarakat akan 

barang–barang melebihi jumlah barang yang tersedia. 

3) Teori Struktural  

Teori ini lebih menekankan penyebab inflasi berasal dari struktur 

perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi secara cepat dan 

fleksibel atas perkembangan ekonomian yang ada terutama terjadi di 

negara berkembang. Negara berkembang biasanya hanya menghasilkan 

alam dan pertanian yang daya tukarnya tidak berkembang secara produk 

industri yang di impor dari negara maju. 
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5. Penelitian Sebelumnya 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Belanja Modal, Produk 

Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah dapat 

dilihat pada tabel berikut :  

Tabel II-1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Tujuan Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Dian Triastuti 

(2015) 

Menganalisis 

pengaruh dari 

pertumbuhan 

ekonomi, belanja 

pembangunan/mod

al dan tingkat 

inflasi terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

Independen : 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Belanja 

Pembangunan/

Modal dan 

Tingkat Inflasi  

 

Dependen :  

Penerimaan 

Pajak Daerah  

Pertumbuhan 

ekonomi, belanja 

pembangunan/moda

l dan tingkat inflasi 

berpengaruh 

signifikan secara 

simultan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

 

Pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah secara 

parsial. 

 

Belanja 

pembangunan/moda

l berpengaruh 

signifikan secara 

positif terhadap 

penerimaan pajak 

daerah secara 

parsial. 

 

Tingkat inflasi tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah secara 

parsial. 
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2 Hidayat 

Sania, Eva 

Anggra 

Yunita dan 

Ibnu 

Muttaqin 

(2018) 

Mengetahui secara 

parsial dan 

simultan pengaruh 

jumlah 

populasi, produk 

domestik bruto dan 

inflasi terhadap 

pajak daerah 

 

Independen :   

Jumlah 

Penduduk, 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

dan Inflasi  

 

Dependen :  

Penerimaan 

Pajak Daerah 

Jumlah penduduk, 

produk domestik 

regional bruto dan 

inflasi secara 

simultan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pajak daerah. 

 

Jumlah penduduk 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

daerah. 

3 Encep 

Herdiana 

Rachman 

Nalendra 

(2014) 

Mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh PDRB 

dan tingkat inflasi 

terhadap 

penerimaan pajak 

 

Independen :   

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

dan Tingkat 

Inflasi  

 

Dependen :  

Penerimaan 

Pajak   

Produk Domestik 

Regional Bruto 

berpengaruh positif 

terhadap 

Penerimaan Pajak 

Pusat.  

 

Tingkat Inflasi 

berpengaruh negatif 

terhadap 

penerimaan pajak.  

4 Nurhidayati 

Islamiah 

(2015) 

Menguji dan 

menganalisis 

pengaruh belanja 

pembangunan/mod

al dan tingkat 

inflasi terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Menguji dan 

menganalisis 

Independen :  

Belanja 

Pembangunan/

Modal, Tingkat 

Inflasi 

 

Dependen :  

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Belanja 

pembangunan/mod

al berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Secara parsial 

tingkat inflasi 

memiliki pengaruh 
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pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

penerimaan pajak. 

Penerimaan 

Pajak 

negatif signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

mempengaruhi 

penerimaan pajak. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Sugiyono (2012, hal 89) menyatakan “kerangka berfikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan”. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan atau keterkaitan antar variabel-variabel dalam suatu penelitian. Dimana 

hubungan yang coba dijelaskan yakni hubungan antara variabel independen dan 

varaiabel dependen, dalam hal ini variabel independen yaitu  belanja modal, produk 

domestik regional bruto dan tingkat inflasi dengan variabel dependen yaitu 

penerimaan pajak daerah.  

Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu 

tahun anggaran dan merupakan aset atau kekayaan daerah. Belanja modal jika 

ditinjau dari sisi pembangunan publik maka akan ada pembangunan infrastruktur 

publik yang berguna secara langsung maupun tidak langsung untuk memperlancar 

kegiatan roda perekonomian disuatu daerah tersebut. Jika roda perekonomian 

berjalan dengan baik salah satu dari sektor industrial, pihak-pihak yang ada di 

sektor tersebut akan memiliki pendapatan yang meningkat dikarenakan 

perekonomian yang cepat. Dengan penerimaan pendapatan yang tinggi akan sejalan 

dengan penerimaan pajak atas pendapatan tersebut. Selain itu investor akan tertarik 
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terhadap daerah tersebut karena melihat adanya pembangunan yang akan 

mempermudah roda perekonomian daerah tersebut. Dengan berjalannya roda 

perekonomian yang didapat dari kegiatan investor maka akan menambah 

pendapatan asli daerah.  

Dengan tingginya angka dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

pada suatu dearah akan memperlihatkan kemampuan ekonomis masyarakat di 

daerah tersebut. Dengan tingginya PDRB tersebut dapat dilihat kondisi 

perekonomian akan tumbuh dan sejalan dengan pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat tersebut. Dengan adanya pendapatan yang diperoleh maka ada juga 

penerimaan berupa pajak daerah yang diterima dari masyarakat atas transaksi 

ekonomi.  

Kenaikan maupun penurunan harga akan membuat jumlah barang atau jasa 

yang akan dibeli mengalami perubahan. Pada umum hal tersebut dapat dicontohkan 

apabila suatu barang atau jasa memiliki harga yang rendah dan permintaan atas 

barang atau jasa itu tinggi maka jumlah barang atau jasa yang terjual atau 

dibutuhkan akan tinggi yang mana sejalan dengan penerimaan pajak atas barang 

atau jasa tersebut akan juga tinggi.  

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar II-1 

Kerangka Konseptual 
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C. Hipotesis 

Menurut Juliandi, dkk. (2014, hal 44) menyatakan bahwa “hipotesis adalah 

dugaan atau jawaban sementera dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah 

penelitian”.  Mengacu pada rumusan masalah dan kerangka konseptual yang terjadi 

di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Belanja Modal berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 

2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah. 

3. Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. 

4. Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. 

Pendekatan asosiatif bertujuan menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel 

dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui 

pengaruh antara belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi 

terhadap penerimaan pajak daerah. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari variabel, berupa 

pengukuran (measurement) atau pengujian (test) suatu variabel. Dalam penelitian 

ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas), variabel dependen (variabel 

terikat). Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal, produk domestik 

regional bruto dan tingkat inflasi. Berikut ini penjelasan tentang variabel yang 

diteliti:  
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a. Belanja Modal (X1)  

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemiliharaan 

pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal juga digunakan untuk 

pembangunan di daerah. Variabel ini diukur berdasarkan angka yang terdapat pada 

data pengeluaran belanja modal yang ada pada laporan realisasi anggaran. 

b. Produk Domestik Regional Bruto (X2)  

Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan arti Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau 

dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas 

ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi 

yang dimiliki residen atau non-residen. Manfaat dibuatnya PDRB ini adalah salah 

satunya untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara umum dan spesifikasi 

sesuai dari tahun ke tahun. Nilai PDRB didapat dari publikasi berupa buku yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

c. Tingkat Inflasi (X3)  

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

menyeluruh dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan 

pada harga sebagian besar harga barang-barang lain yaitu, harga makanan, harga 

minuman, harga tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, 

rekreasi, harga transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Perhitungan tingkat 
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inflasi diperoleh berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK 

menggambarkan rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK 

merefleksikan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari 

barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Nilai Inflasi didapat dari 

publikasi berupa buku yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, akibat dari adanya 

variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel variabel bebas. Variabel Dependen disebut juga dengan 

variabel terikat, variabel output, Konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel 

terpengaruh dan variabel efek. Berikut ini penjelasan tentang variabel yang diteliti:  

a. Penerimaan Pajak Daerah (Y)  

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 

bersumber dari pajak rakyat. Yang mana dana yang diterima di kas negara tersebut 

akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh 

para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan 

kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Sehingga dapat diartikan 

bahwasannya uang dari pajak yang diterima pemerintah akan disalurkan kembali 

untuk kesejahteraan rakyat. Nilai dari penerimaan pajak daerah di dapat dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
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Tabel III-1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Belanja Modal 

(X1)  

 

Belanja modal 

merupakan belanja 

pemerintah daerah yang 

manfaatnya melebihi satu 

tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau 

kekayaan daerah dan 

selanjutnya akan 

menambah belanja yang 

bersifat rutin seperti 

biaya pemiliharaan pada 

kelompok belanja 

administrasi umum. 

Jumlah pengeluaran 

Belanja Modal pada 

Laporan Realisasi 

Anggaran 

Nominal 

Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto (X2)  

 

Produk Domestik 

Regional Bruto adalah 

nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa 

yang tercipta atau 

dihasilkan di wilayah 

domestik suatu negara 

yang timbul akibat 

berbagai aktivitas 

ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa 

memperhatikan apakah 

faktor produksi yang 

dimiliki residen atau non-

residen. 

Jumlah Produk 

Domestik Regional 

Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan 

Tahun 2010  

Nominal 

Tingkat Inflasi 

(X3)  

 

Inflasi adalah 

kecenderungan dari 

harga-harga untuk naik 

secara menyeluruh dan 

terus-menerus. 

Tingkat Inflasi 

berdasarkan Indeks 

Harga Konsumen 

Rasio 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

(Y)  

 

Penerimaan pajak adalah 

penghasilan yang 

diperoleh oleh 

pemerintah yang 

bersumber dari pajak 

rakyat. 

Jumlah penerimaan 

pajak daerah yang 

terdapat pada 

Pendapatan Asli 

Daerah di Laporan 

Realisasi Anggaran 

Nominal 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan dari Bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 

2019 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel III-2 

Waktu Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 
Tahun 2019 

Juli Agustus September  Oktober 

1 Pengajuan Judul                                 

2 Penyusunan Proposal                                 

3 Bimbingan                                 

4 Seminar Proposal                                 

5 Penyusunan Skripsi                                 

5 Sidang Meja Hijau                                 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang  terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannnya. Dalam penelitian ini menetapkan 

populasi penelitian berupa seluruh Data Produk Domestik Regional Bruto, Data 

Tingkat Inflasi, Data Belanja Modal dan Data Penerimaan Pajak Daerah yang 

dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.  



36 

 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut. Metode atau teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan teknik Sampling Purposive. Sugiyono (2012, hal 122) menyatakan 

“Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”. Kriteria pengambilan sampel yaitu berupa Data Belanja Modal, Data 

Produk Domestik Regional Bruto, Data Tingkat Inflasi dan Data Penerimaan Pajak 

Daerah di Kota Medan pada Periode 2011 – 2018 yang diambil secara triwulan 

dengan melakukan interpolasi sehingga diperoleh sampel sejumlah 32 sampel.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi ini mengumpulkan data-data sekunder yang 

diperoleh dari sumber berupa catatan-catatan laporan realiasasi anggaran hingga 

data yang dipublikasi oleh yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber 

data yang didapat yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Medan dan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berisi mengenai teknik atau cara menganalisis data 

penelitian. Statistik yang dikemukan disini adalah hanya statistik yang benar-benar 

digunakan peneliti. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  
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1. Statistik Deskriptif  

Pada analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

(deskripsi) tentang suatu data, seperti nilai mininum (Minimum), nilai maksimum 

(Maximum), nilai rata-rata (mean) dan nilai simpangan baku (standard deviation). 

2. Analisis Regresi Linear Berganda  

Model regresi berganda digunakan untuk memperkirakan kontribusi atau 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan 

untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun 

persamaan regresi linier berganda yang digunakan yaitu : 

 

Y = a ± b1X1 ± b2X2 ± b3X3  

Dimana : 

 Y = Penerimaan Pajak Daerah 

 a = Konstanta 

 b1,2,3 = Koefisien regresi 

 X1 = Belanja Modal 

 X2 = Produk Domestik Regional Bruto 

 X3 = Tingkat Inflasi 

  

Sebelum melakukan model inferensial seperti analisis regresi linier berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pegujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Dalam mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-
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Smirnov. Caranya adalah dengan membandingkan nilai uji normalitas (Asymp. 

Sig.) yang telah dihitung dengan SPSS dengan level of significant (α) sebesar 0,05. 

Apabila Asymp. Sig (2-Tailed) > α maka dikatakan data berasal dari distribusi 

normal”. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel 

bebasnya. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai VIF < 10 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian. Apabila nilai signifikasi (Sig.) > 0,05 maka 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang ada dalam penelitian ini dapat diuji dalam beberapa 

pengujian. Antara lain  Uji t, Uji F dan  Uji Koefisien Determinasi (R2). Adapun 

penjelasan dari uji hipotesis adalah : 

a. T-Test (Uji t)  

Pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

koefesien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel independen lainnya konstan. Dasar pengambilan keputusan 

adalah : 
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1) Jika signifikansi t ≤ α (0,05) (taraf signifikansi 5%) maka variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Jika signifikansi t > α (0,05) (taraf signifikansi 5%) maka variabel bebas  

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. F-Test (Uji F)  

Pengujian yang melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan :  

1) Jika nilai signifikansi (F-Sig) ≤ α (0,05), maka variabel bebas secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Jika nilai signifikansi (F-Sig) > α (0,05), maka variabel bebas secara 

bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi ini dilakukan untuk melihat kuat lemahnya 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. Koefisien determinasi berkisar antara 

nol sampai dengan satu (0 < R2 < 1). Apabila nilai dari koefisien determinasi 

mendekati satu maka variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Sampel 

Dalam penelitian ini akan dilakukan interpolasi data tahunan menjadi data 

kuartalan pada masing-masing data sampel. Berikut ini adalah tabel interpolasi 

kuartalan pada masing-masing komponen sampel yang ada dalam penelitian ini : 

 

Tabel IV-1 

Data Interpolasi Kuartalan Sampel 

 

Tahun 
Belanja Modal 

(Milyar Rupiah) 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(Milyar Rupiah) 

Tingkat 

Inflasi 

(Persen) 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

(Milyar Rupiah) 

2011 

Q1 146,24 23.757,01 1,27 123,36 

Q2 162,39 24.198,27 1,01 141,89 

Q3 178,55 24.639,52 0,76 160,42 

Q4 194,70 25.080,78 0,50 178,95 

2012 

Q1 151,18 25.588,65 0,92 196,16 

Q2 143,47 26.056,55 0,94 214,17 

Q3 135,75 26.524,45 0,96 232,17 

Q4 128,03 26.992,35 0,97 250,17 

2013 

Q1 150,92 27.170,72 1,93 221,40 

Q2 155,44 27.522,81 2,33 220,69 

Q3 159,96 27.874,90 2,72 219,98 

Q4 164,49 28.226,99 3,11 219,27 

2014 

Q1 181,62 28.750,83 2,23 233,05 

Q2 191,19 29.171,62 2,12 238,14 

Q3 200,75 29.592,42 2,00 243,23 

Q4 210,32 30.013,21 1,89 248,31 

2015 

Q1 216,75 30.436,61 1,29 245,88 

Q2 225,07 30.858,45 0,98 247,96 

Q3 233,38 31.280,29 0,68 250,05 

Q4 241,69 31.702,13 0,37 252,13 
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2016 

Q1 232,30 32.285,84 1,34 269,26 

Q2 233,53 32.772,42 1,55 277,36 

Q3 234,77 33.259,01 1,75 285,46 

Q4 236,00 33.745,59 1,96 293,56 

2017 

Q1 243,66 34.213,74 1,12 319,61 

Q2 247,47 34.692,95 0,90 334,90 

Q3 251,27 35.172,15 0,69 350,18 

Q4 255,08 35.651,36 0,47 365,46 

2018 

Q1 211,33 36.225,71 0,45 334,54 

Q2 196,11 36.742,97 0,32 331,34 

Q3 180,89 37.260,23 0,18 328,14 

Q4 165,67 37.777,49 0,05 324,94 

 

 

Rumus Interpolasi Data Tahunan ke Kuartalan : 

Yt1  = 1/4 {Yt – 4,5/12 (Yt – Yt-1)}  

Yt2  = 1/4 {Yt – 1,5/12 (Yt – Yt-1)}  

Yt3  = 1/4 {Yt + 1,5/12 (Yt – Yt-1)}  

Yt4  = 1/4 {Yt + 4,5/12 (Yt – Yt-1)}  

Dimana : 

Yt1,t2,t3,t4  : Data pada kuartal 1,2,3 dan 4 

Yt  : Data sampel variabel pada tahun ke-t 

Yt-1 : Data sampel variabel pada tahun sebelumnya 

 

2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Berikut ini hasil statistik data variabel-variabel yang digunakan pada 

penelitian ini dan data telah diolah menggunakan program IBM SPSS Statistics 

25, data dapat ditampilkan sebagai berikut : 
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Tabel IV-2 

Data Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Belanja Modal 32 128,03 255,08 195,6241 38,85086 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

32 23757,01 37777,49 30476,1881 4164,30326 

Tingkat Inflasi 32 0,05 3,11 1,2425 0,76921 

Penerimaan Pajak 

Daerah 

32 123,36 365,46 254,7541 60,58328 

Valid N (listwise) 32         

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

Berdasarkan tabel IV-2 menunjukkan nilai dari hasil statistik deskriptif 

dari masing-masing variabel yang diteliti. Diketahui hasil statistik deskriptif untuk 

variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata dari 32 jumlah sampel sebesar 

195,62 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 128,03 Milyar Rupiah yang 

terdapat pada Q4 tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 255,08 Milyar Rupiah 

yang terdapat pada Q4 tahun 2017.  

Diketahui hasil statistik deskriptif untuk variabel produk domestik 

regional bruto memiliki nilai rata-rata dari 32 jumlah sampel sebesar 30.476,19 

Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 23.757,01 Milyar Rupiah yang tedapat 

pada Q1 tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 37.777,49 Milyar Rupiah yang 

terdapat pada Q4 tahun 2018.  

Diketahui hasil statistik deskriptif untuk variabel tingkat inflasi memiliki 

nilai rata-rata dari 32 jumlah sampel sebesar 1,24%,  nilai minimum sebesar 

0,05% yang terdapat pada Q4 tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 3,11% yang 

terdapat pada Q4 tahun 2013.  
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Diketahui hasil statistik deskriptif untuk variabel pendapatan pajak daerah 

memiliki nilai rata-rata dari 32 jumlah sampel sebesar 254,75 Milyar Rupiah, nilai 

minimum sebesar 123,36 Milyar Rupiah yang terdapat pada Q1 tahun 2011 dan 

nilai maksimum sebesar 365,46 Milyar Rupiah yang terdapat pada Q4 tahun 2017. 

 

3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini berguna untuk melihat model regresi variabel bebas, 

terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan dalam 

pengujian ini digunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil dari uji 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel IV-3 

Data Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Belanja 

Modal 

Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto 

Tingkat 

Inflasi 

Penerimaan 

Pajak 

Daerah 

N 32 32 32 32 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 195,6241 30476,1881 1,2425 254,7541 

Std. 

Deviation 

38,85086 4164,30326 0,76921 60,58328 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute 0,140 0,080 0,150 0,142 

Positive 0,123 0,080 0,150 0,142 

Negative -0,140 -0,065 -0,081 -0,108 

Test Statistic 0,140 0,080 0,150 0,142 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,113c ,200c,d ,065c ,098c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 
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Berdasarkan tabel IV-2 diatas dapat dilihat hasil analisis menunjukkan 

bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tiap variabel sebesar lebih besar Asymp. Sig 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Dengan dilakukannya uji multikolinieritas ini dapat melihat apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel 

bebasnya. Berikut ini hasil analisis uji multikolinieritas : 

Tabel IV-4 

Data Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

Belanja Modal 0,579 1,728 

Produk Domestik Regional Bruto 0,521 1,919 

Tingkat Inflasi 0,865 1,156 

 Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

Berdasarkan tabel diatas, diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas dalam data yang digunakan dalam penelitian ini, hal tersebut 

dibuktikan dengan  nilai VIF semua variabel berada di bawah 10 sehingga dengan 

hasil ini dapat dilakukannya pengujian selanjutnya. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian. Dalam hal pengujian ini menggunakan model Glejser, 

model ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolute ei dengan variabel bebas. 

Berikut ini hasil analisis uji heteroskedastisitas : 
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Tabel IV-5 

Data Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 1,563 0,945   1,654 0,109 

Belanja Modal -0,088 0,067 -0,305 -1,316 0,199 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

-0,101 0,113 -0,232 -0,892 0,380 

Tingkat Inflasi  -0,023 0,013 -0,339 -1,743 0,092 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

Dari hasil output di atas, tampak bahwa variabel belanja modal (X1), 

produk domestik regional bruto (X2) dan tingkat inflasi (X3) tidak mengalami 

gejala heteroskedastisitas. Hal itu dikarenakan seluruh dari nilai dari Sig. > 0,05.  

4. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dengan 

SPSS Statistics 25, maka dapat diperoleh hasil analisis regresi linier berganda 

untuk data-data yang ada dalam penelitian ini : 

Tabel IV-6 

Data Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -169,579 31,893   -5,317 0,000 

Belanja Modal -0,012 0,124 -0,007 -0,093 0,927 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

0,014 0,001 0,958 11,419 0,000 

Tingkat Inflasi 1,388 5,130 0,018 0,271 0,789 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 
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Berdasarkan tabel IV-6 diatas maka dapat dilihat bentuk persamaan untuk 

analisis regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = -169,579 - 0,012X1 + 0,014X2 + 1,388X3 

Persamaan regresi berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas dapat 

dimaknai sebagai berikut : 

a. Jika Pemerintah Daerah Kota Medan ingin meningkatkan penerimaan 

pajak daerah, maka variabel yang paling mungkin untuk ditingkatkan 

adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (X2) karena variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang nyata (Nilai Sig. (0,000) < Nilai Sig. 

(0,05)). 

b. Jika Belanja modal (X1) dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) 

bernilai “0” dan Tingat Inflasi (X3) ditingkatkan sebesar 1 satuan maka 

Penerimaan Pajak Daerah (Y) meningkat sebesar 1,388 Milyar Rupiah. 

c. Jika Belanja modal (X1) dan Tingat Inflasi (X3)  bernilai “0” dan Produk 

Domestik Regional Bruto (X2) ditingkatkan sebesar 1 satuan maka 

Penerimaan Pajak Daerah (Y) meningkat sebesar 0,014 Milyar Rupiah. 

d. Produk Domestik Regional Bruto (X2) dan Tingat Inflasi (X3)  bernilai 

“0” dan Jika Belanja modal (X1) ditingkatkan sebesar 1 satuan maka 

Penerimaan Pajak Daerah (Y) menurun sebesar 0,012 Milyar Rupiah. 

 

5. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. T-Test (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing koefesien regresi 

signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 
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independen lainnya konstan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh sebagai 

berikut : 

Tabel IV-7 

Data Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -169,579 31,893   -5,317 0,000 

Belanja Modal -0,012 0,124 -0,007 -0,093 0,927 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

0,014 0,001 0,958 11,419 0,000 

Tingkat Inflasi 1,388 5,130 0,018 0,271 0,789 

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

Berdasarkan tabel IV-7 dapat diuraikan Uji t untuk melihat masing- 

masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Variabel belanja modal memperoleh nilai signifikansi 0,927 > 0,05. 

Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Maka hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah ditolak. 

2) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah 

Variabel Produk Domestik Regional Bruto nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa produk domestik 

regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Maka 
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hipotesis kedua yang menyatakan bahwa produk domestik regional 

bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah diterima. 

3) Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Variabel tingkat inflasi memperoleh nilai signifikansi 0,789 > 0,05. 

Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Maka hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah ditolak. 

b. F-Test (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

koefisien korelasi berganda (R) tersebut signifikan atau tidak. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh sebagai berikut : 

Tabel IV-8 

Data Uji F 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 102088,647 3 34029,549 81,496 ,000b 

Residual 11691,705 28 417,561     

Total 113780,352 31       

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Belanja Modal, PDRB 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

dari tabel uji F di atas di peroleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian dapat ditunjukkan bahwa variabel belanja modal (X1), produk domestik 

regional bruto (X2) dan tingkat inflasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak daerah (Y). Maka hipotesis keempat yang menyatakan 
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bahwa belanja modal, produk domestik regional bruto dan tingkat inflasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah diterima. 

c. Uji Koefisien Determintasi (R2) 

Uji ini dilakukan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel 

bebas dan terikat. Berikut ini hasil dari uji koefisien determinasi : 

Tabel IV-9 

Data Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,947a 0,897 0,886 20,43431 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Inflasi, Belanja Modal, PDRB 

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah 

Sumber : Data Primer yang diolah, SPSS Statistics 25 

 Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat nilai R Square yaitu 0,897 yang 

mana nilai tersebut mendekati nilai 1 atau sebesar 89,7% artinya variabel dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan tentang penerimaan pajak daerah. Sedangkan 

sisanya sebesar 10,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian 

ini. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Hasil Uji t diperoleh nilai Signifikansi sebesar 0,927 nilai tersebut lebih 

besar daripada 0,05. Maka demikian dapat dinyatakan bahwa belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 

(Jaya dan Dwirandra, 2014, hal. 81) menyatakan penerimaan pajak yang 

semakin bertambah diharapkan mampu meningkat alokasi belanja modal 
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pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas layanan publik yang 

semakin baik. Dengan dialokasikannya belanja modal dari sektor layanan publik 

diharapkan penerimaan pajak yang diterima akan bertambah seiring dengan 

peningkatan layanan publik. Namun terkadang adanya peningkatan alokasi 

belanja modal tidak sejalan dengan penerimaan pajak daerah yang diharapkan. 

Irsyadi (2014) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi belanja 

modal antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli 

Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dian Triastuti (2015) yang menyatakan belanja pembangunan/modal secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan Karina 

Ekky Damayanti (2015) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah 

Daerah. Namun hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) menyatakan PAD tidak berpengaruh 

signifikan terhadap belanja modal dan Farah Marta Yovita (2011) yang 

menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. 

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak 

Daerah 

Hasil Uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih 

kecil dari pada 0,05. Maka demikian dapat dinyatakan bahwa produk domestik 

regional bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 

Nalendra (2013) menyatakan jika PDB meningkat maka kemampuan 

dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Dapat dilihat dari 
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kondisi perekonomian yang tumbuh dan berkembang akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Bahwa dengan besarnya nilai PDRB 

yang ada dalam suatu wilayah akan memungkinkan tingginya perputaran roda 

ekonomi di wilayah tersebut dan akan berdampak terhadap penerimaan pajak yang 

diterima pemerintah daerah. PDRB juga dapat digunakan sebagai indikator untuk 

melihat kondisi perekonomian disuatu daerah pada periode tertentu yaitu dengan 

menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Buntugajang, dkk. (2012) menyatakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, Sania, dkk. (2018) yang menyatakan 

bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak daerah dan Sherley Angelia (2014) yang menyatakan 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

pajak daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dian Triastuti (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. 

3. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Hasil Uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,789 nilai tersebut lebih 

besar daripada 0,05. Maka demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. 

Rosyidi dalam Triastuti (2015, hal 323)  menyatakan apabila kenaikan atau 

penurunan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang dapat dibeli oleh 

masyarakat akan mengalami perubahan yang berdampak pada penerimaan pajak. 

Dimana pada umumnya kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh negatif 
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terhadap penerimaan pajak daerah. Apabila penerimaan pajak daerah mengalami 

penurunan maka akan berdampak dengan upaya pembangunan daerah yang 

dicanangkan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak terlihat 

pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak. Sania, dkk, (2018, hal 84) 

menyatakan meskipun harga barang dan jasa naik karena inflasi yang membuat 

pendapatan mereka berkurang namun ini tidak berakibat pada penerimaan pajak 

daerah. Diasumsikan faktor tingginya pengetahuan peraturan perpajakan oleh 

wajib pajak yang mengisyaratkan wajib pajak dalam suatu daerah akan secara 

terus menerus membayarkan pajak yang terutang kepadanya dikarenakan pajak 

yang bersifat memaksa 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Saparuddin (2017) yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan Encep Herdiana Rachman 

Nalendra (2013) yang menyatakan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap 

penerimaan pajak. Namun hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dian Triastuti (2015) menyatakan tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan Sherley Angelia 

(2014) yang menyatakan tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap penerimaan pajak daerah serta Sania, dkk. (2018) yang 

menyatakan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan 

pajak daerah. 
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4. Pengaruh Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat 

Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 

Hasil Uji F antara variabel bebas belanja modal, produk domestik 

regioanal bruto dan tingkat inflasi terhadap variabel terikat penerimaan pajak 

daerah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari pada 

0,05. Maka demikian dapat dinyatakan bahwa belanja modal, produk domestik 

regioanal bruto dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak daerah. Artinya bertambahnya alokasi belanja modal yang 

diikuti dengan tingginya nilai produk domestik regional bruto serta tingkat inflasi 

yang stabil akan mempengaruhi besaran pajak daerah yang diterima.  

5. Pengaruh Uji Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian koefisien determinasi di peroleh nilai R Square sebesar 

0,897 dan mendekati nilai 1. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 89,7% variabel 

penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal, produk 

domestik regional bruto dan tingkat inflasi. Sedangkan sisanya sebesar 10,3% oleh 

variabel lain seperti penerapan otonomi daerah, Dana Perimbangan Keuangan, 

jumlah penduduk dan lain-lain. 

Besaran penerimaan pajak daerah bisa dipengaruhi oleh variabel jumlah 

penduduk, dimana jumlah penduduk mempengaruhinya. Hal itu dibuktikan oleh 

Priadarma, dkk. (2012, hal 8) yang menyatakan pertumbuhan penduduk tinggi 

akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik 

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh antara Belanja Modal (X1) terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Medan Periode tahun 2011 

sampai 2018. 

2. Terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (X2) terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Medan Periode 

tahun 2011 sampai 2018. 

3. Tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Inflasi (X3) terhadap Penerimaan 

Pajak Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Medan Periode tahun 2011 

sampai 2018. 

4. Terdapat pengaruh antara Belanja Modal (X1), Produk Domestik Regional 

Bruto (X2) dan Tingkat Inflasi (X3) secara bersama-sama terhadap 

Penerimaan Pajak Daerah (Y) pada Pemerintah Daerah Kota Medan Periode 

tahun 2011 sampai 2018. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti diharapkan melakukan penelitian yang memiliki rentang 

waktu lebih panjang agar data atau sampel yang diperoleh lebih banyak yang 

akan berdampak hasil penelitian yang memiliki akurasi lebih kuat dan 

menggunakan data yang terbaru untuk memperkuat akurasi hasil penelitian 

serta diharapkan untuk menambah variabel-variabel bebas lainnya agar 

memperluas ilmu pengetahuan tentang penerimaan pajak daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah agar hasil penelitian ini berguna untuk bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dan agar dapat mengalokasi belanja modal sebaik 

mungkin, memperbesar nilai produk domestik regional bruto dan menjaga 

tingkat inflasi untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. 

3. Bagi civitas akademik agar hasil penelitian ini berguna sebagai masukan dan 

referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerimaan 

pajak daerah. 
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